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PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :1

2

3

4

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten

Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan

Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol8 sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;

Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Oo4 Nomor lo4, Tambahan l,€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 13O, Tambahai Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara REpublik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan t ayarlarl Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talun 2OO5 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5

Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2oo5 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Penl,usunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara

Pembagian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73);

22. Peraturan Presiden Nomor 1O7 Tahun 2017 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nonor 2441;
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keualgan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2O 18;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2o08

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tab,ur, 2Ol7

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018.

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 160 O0O.OOO.O0O,O0

b. Dana Perimbangan Rp. 802.437.879.000,00

c. Lain lain Pendapatan Daerah yang

Ju!nlah Pendapatan

sah Rp. 197.562.121.O00.00

Rp 1.160.000.000.000'00

Rp. 3s6.620.3 t 8.094,oo

MEMUTUSXAN:

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai



)

2) Belanja Hibah

3) Belanja bantuan sosial

4) Belanja bagi hasil

5) Belanja bantuan keuangan

6) Belanja tidak terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai

2) Belanja barang dan jasa

3) Belanja modal

Jumlah Belaoja

Surplus / (De frsit)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan pembiayaan

b. Pengeluaran pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto

7.275.500.000,0o

128.000.000,00

1.007.500.000,00

160.299.513.906,00

Rp.

Rp.

Rp

Rp

Rp 1.594. 168.000,00

Rp. 526.925.OOO.OOO'OO

Rp

Rp

Rp

72.963.898.000,00

300.610.278.000.0o

28.1.500.824.0 .00

RD. 658.075.ooo.ooo,oo

1. ra5 .ooo.ooo

Rp. (25.OOo.Oq).Ooo'OO)

30.000.000.000,00Rp

Rp 5.000. oo0.000.00

RP 25.OOO.OOO.OOO,OO

sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. o,oo

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
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Pasal 6

PIt. SEKRET DAERAH XABI'PATEN TANA TORAJA

Dr, Ir. SEMIJEL BURA.,MM

BERITA DAERAH UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 30

Peraturan Bupati iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraia

Ditetapkan di Makale

Pada iarlggal27 Desember 2017

Lr*ot trAx^ToR 'ta' O"

$.ANAD, /

- Diundanskan di Makale
- pad. tanlgal 27 Desember 2017

\-


